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P E N E T A P A N 
NOMOR : 16/PEN.DIS/2021/PTUN.ABN 

 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

 

KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon, 

setelahmembacaSuratGugatan Para Penggugattertanggal 29 April 2021 yang 

telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiApl ikasi 

E Court padatanggal 05 Mei2021, sebagaimanatercatatkedalam Register 

PerkaraNomor 16/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara :-----------------------------------

------------------ 

Nama  :  HENDRATA THES;-------------------------------------------------------- 

Kewarganegaraan :  Indonesia ;--------------------------------------------------------------------- 

Pekerjaan                  :   Bupati.,KabupatenKepulauan Sula., Provinsi Maluku Utara ; --- 

Tempattinggal di :  Dusun Merpati., Desa Fagudu., RT. (kosong) RW. (kosong)., 

Kecamatan Sanana., Kabupaten Kepulauan Sula;----------------- 

DalamhalinidiwakiliolehkuasanyaberdasarSuratKuasaKhususN

omor :01/P.TUN/AY-KB-RS/AP-PH/III/2021., Tanggal 27 Maret 

2021;--------------------------------------------------------------- 

1. AmrudinYakseb, S.H., M.H ; ---------------------------------------- 

2. KuswandiBuamona, S.H ; ------------------------------------------- 

3. RajaminSolissa, S.H ; ------------------------------------------------- 

KesemuanyaAdvokatpada Kantor HukumAmrudinYakseb, S.H., 

M.H & Partners., Berlamat di JalanEmalamo.,DesaFogi RT. 

11/RW.10.,DesaFogi.,KecamatanSanana.,KabupatenKepulaua

n Sula.,Provinsi Maluku Utara., JalanSalemba Raya samping 

RS. Carolus.,Nomor45 Jakarta Pusat; ------------------- 

UntukSelanjutnyadisebutsebagai……………………..…………….…… PENGGUGAT ; 

M E L A W A N 

NamaJabatan : BUPATI KABUPATEN PULAUTALIABU; ------------- 

TempatKedudukkan di : Bobong.,KabupatenPulauTaliabu.,Provinsi Maluku 

Utara; ------------------------------------------------------------- 

UntukSelanjutnyadisebutsebagai ……………………………...….……….. TERGUGAT ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Menimbang, bahwasetelahmembacadanmenelitiGugatan yang 

diajukanolehPihakPenggugatmelaluiKuasaHukumnyayang didaftarkanmelaluiaplikasi E-

Court ternyataobjeksengketaberupa:------------------------------------------------------------- 

SuratKeputusanBupatiPulauTaliabu,Nomor881/465/KPTS/PT/IX/2020, 

TentangPemberhentianDenganHormatSebagaiPegawaiNegeriSipil, tanggal 22 

September 2020;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 

tentangPedomanPenyelesaianSengketaAdministrasiPemerintahanSetelahMenempuhU

payaAdministratifpasal 2 ayat (1) menyatakanPengadilanberwenangmenerima, 

memeriksa, 

memutusdanmenyelesaikansengketaadministrasipemerintahansetelahmenempuhupaya

administratif ; ------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, 

bahwaPenggugattelahmenempuhupayaadministrasidenganmengajukankeberatankepad

aBupatiPulauTaliabu (Tergugat)dengansuratkeberatantertanggal 6 April 2021 perihal 

:KeberatanatasKeputusanBupatiPulauTaliabuNomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020.,dandi 

terimaolehTergugatpadatanggal 6 April2021sesuaidengantandaterima yang 

dilampirkanpadasaatpendaftarangugatan;-------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Menimbang, bahwasetelahdilakukanpenelitianterhadapobjeksengketaperkara 

a quo yang di gugatolehPenggugatdimanaKeputusan Tata Usaha Negara 

itubukanmenyangkutkepentinganPenggugat ;------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwadalamdengarketeranganpadatanggal18 Mei 2021 

danKuasaHukumPenggugatyang hadiratasnamaRajaminSolissa, S.H., bahwasanya : -- 

-.SaudariFifian Ade NingsihMus, S.H., 

adalahpenerimaSuratKeputusanBupatiPulauTaliabu, Nomor 

881/465/KPTS/PT/IX/2020, 

TentangPemberhentianDenganHormatSebagaiPegawaiNegeriSipil, tanggal 22 

September 2020danberbekalSuratKeputusanBupatiPulauTaliabu, tersebut, 

makaSaudariFifian Ade NingsihMus, S.H., 

mendaftarkandiriuntukmenjadisalahsatuPesertadalamPemilihanKepala Daerah 

KabupatenKepulauanSula ; ----------------------------------------------------------------- 

-.SaudariFifian Ade NingsihMus, S.H., 

untukselanjutnyaditerimadanterpilihsebagaiBupatiKabupatenKepulauan Sula 

Disclaimer
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dannamun di GugatkeMahkamahKosntitusioleh “lawan” ; --------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

-.GugatankeMahkamahKosntitusidimenangkanolehSaudariFifian Ade NingsihMus, S.H., 

danhinggadiajukannyagugatanincasubelumdilantiksebagaiBupatiKabupatenKepulauan

Sula ; ---------------------------------------------------------------------------- 

-.PenggugatdalamsengketainiadalahBupatiKabupatenKepulauanSula yang 

menggugatTergugat/ 

BupatiPulauTaliabudenganObjekSengketaberupaSuratKeputusanSuratKeputusanBup

atiPulauTaliabu, Nomor 881/465/KPTS/PT/IX/2020, 

TentangPemberhentianDenganHormatSebagaiPegawaiNegeriSipil, tanggal 22 

September 2020 yang 

barudiketahuisetelahprosesualpemilihanhinggaParipurnanyaGugatan di 

MahkamahKonstitusitersebut, yakni 

“diketemukan”cacatSuratKeputusanSuratKeputusanBupatiPulauTaliabu, Nomor 

881/465/KPTS/PT/IX/2020, 

TentangPemberhentianDenganHormatSebagaiPegawaiNegeriSipil, tanggal 22 

September 2020; ---------------------------------------------- 

-.UnsurkerugianbagiPenggugatkarenasebagaiCalonBupatiKabupatenKabupaten  Su la 

menjaditerhambatolehsebab“terpilihnya”IbuFifian Ade NingsihMus, S.H., 

sebagaiBupatiKabupatenKepulauan Sula ; ------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwaolehkarenagugatan yang 

diajukanolehPenggugatadalahbukansematakepentingannya yang 

dirugikanatasterbitnyaobjeksengketatersebutberdasarkanpasal 53 ayat (1) Undang-

undangNomor : 9 Tahun 2004 tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor 5 Tahun  

1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Orang 

ataubadanhukumperdata yang 

merasakepentingannyadirugikanolehsuatuKeputusan Tata Usaha Negara 

dapatmengajukangugatantertuliskepadapengadilan yang berwenang yang 

berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang 

disengketakanitudinyatakanbatalatautidaksah, 

denganatautanpadisertaituntutangantirugidan/ataudirehabilitasi, 

sehinggaberdasarkanketentuanpasal 62 ayat (1) hurufcUndang-undangNomor 5 Tahun  

1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan 

:Gugatantersebuttidakdidasarkanpadaalasan-alasan yang layak,makaGugatan a 

quo harusdinyatakantidakditerima ; ---------------------------------------------------------------- 
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.Mengingat, Ketentuanpasal 53ayat (1)Undang-undangNomor 9 Tahun 2004 

tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata 

Usaha Negara junctoPasal 62 ayat (1) huruf cUndang-undangNomor 5 Tahun 1986 

tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; -------------------------------------------------------- 

MENETAPKAN 
 

1. MenyatakanGugatanPenggugattidakditerima ; ------------------------------------------------ 

2. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiayaperkaratersebutsebesarRp. 265.000,- 

(duaratusenampuluhlimaribu rupiah).  --------------------------------------- 

DemikianditetapkandalamrapatpermusyawaratanpadahariSelasa, tanggal18 

Mei 2021, olehHARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.,selakuKetuaPengadilan Tata 

Usaha Negara Ambon, PenetapantersebutdiucapkanpadahariinijugaSelasa., tamggal 

18 Mei 2021dalampersidangan yangterbukauntukumumolehKetuaPengadilan Tata 

Usaha Negara Ambon tersebutdengandidampingiolehSEMUEL PATTIPEILOHY, 

S.Sos., S.H., PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon 

dengandihadiriolehKuasaHukumPenggugattanpa di hadiriolehPihakTergugat. ----- 

 
                                                            PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON 

 

KETUA, 

                  PANITERA, 
 
  

 
 
 

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos, S.H.HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H. 
         NIP 196402031991031001.                          NIP 197812282006042036. 
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RincianBiayaPerkara:---------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. BiayaPendaftatan ------------------- ------------------------------------ Rp.     30.000,- 
2. Biaya Pemberkasan/ATK ---------- ------------------------------------ Rp.   205.000,- 

3. BiayaPanggilan ---------------------- ------------------------------------ Rp.              0,- 
4. BiayaMeterai ------------------------- ------------------------------------ Rp.     10.000,- 

5. BiayaRedaksi------------------------- ------------------------------------ Rp.     10.000,- 
6. Biaya PNBP 

PanggilanPerrtamabagiPenggugat 

--------------------- 

 
------------------------------------ 

 
Rp.     10.000,- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUMLAH BIAYA -----------------------------------------------------------------  Rp. 265.000,- 

(DuaRatusEnamPuluh Lima Ribu Rupiah). 
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